PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBAHASAN PERATURAN
DAERAH DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
(Studi Kasus Pembahasan Peraturan Daerah Nomor 24ahun 2012 tentang
Pembentukan Kecamatan Kuantan Hilir Seberang, Kecaratan Sentajo
Raya, dan Kecamatan Pucuk Rantau)

ABSTRACT

Community participation is the embodiment of thiegples of good governance,
and community participation enables people watchmgking an important
decision such as the establishment of local reguiat Lack of participation can
result in lower sense of belonging and a lack o guograms / policies with the
government's aspirations. The purpose of researshtd investigate the
implementation of public participation in the dission of Regulation No.. 24 of
2012 on the establishment of Seberang Hilir DistoicKuantan, District Sentajo
Kingdom, and the District of Overseas Shoots in rkala District Singingi;
obstacles faced and the efforts that can be donevescome these obstacles.
Study site is DPRD Secretariat and Legal DivisiabKSingingi Kuantan. As the
population is directly related to the manufacturd Regulation on the
establishment of the district. Data was collectewtigh interviews and literature
study. Data sources include primary data, secondkata as well as data tertiary.
Data were analyzed with descriptive qualitative eggeh. Based on the results of
the discussion is done, it can be concluded thBt:plblic participation in the
implementation of Regulation No. discussion. 22012 on the establishment of
Seberang Hilir Kuantan District, District Sentajoitrgdom, and the District of
Overseas Shoots in Kuantan district as a wholeldges going Singingi well. The
implementation of the participation constraintslude lack of understanding of
the purpose and benefits of the policy; their peval cons in the community
associated with the expansion of the district, andonsiderable distance to
attend a discussion meeting local regulations.

Keywords : community participation, discussion of local regulations, the
establishment of District

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perubahan politik di tahun 1998 menjadi tonggakulpahan dalam tata
pemerintahan di Indonesia, mulai dari perubahannmrelzingga banyak
aturan-aturan baru yang ada pada era sebelumngatsanit untuk berubah.
Salah satu contoh yang paling konkrit adalah kelerkebijakan otonomi
daerah melalui undang-undang pemerintahan daesaly, kKemudian menjadi
arah baru pelaksanaan desentralisasi di Indonésiman-aturan baru ini
cukup berdampak luas, terutama dalam arah hubupgaat-daerah dan
pemerintah-masyarakat di tingkat lokal.



Negara yang baik menurut Aristoteles ialah negarayydiperintah dengan
konstitusi dan berkedaulatan hukum. Ada tiga umsur pemerintahan yang
berkonstitusi yaitupertamapemerintahan dilaksanakan untuk kepentingan
umum;keduapemerintahan dilaksanakan menurut hukum yang beagkkn
pada ketentuan-ketentuan umum, bukan hukum yangdgecara sewenang-
wenang yang menyampingkan konvensi dan konstikesiga pemerintahan
berkonstitusi berarti pemerintahan yang dilaksanakas kehendak rakyat,
bukan berupa paksaan-paksaan yang dilaksanakamipghe

Pemerintah Daerah dalam menetapkan Peraturan Déewais benar-
benar memperhatikan kebutuhan dan nilai-nilai yaidgp dalam masyarakat
daerahnya untuk menjamin terpenuhinya pelayanantibbn masyarakat,
sehingga dibutuhkan adanya komunikasi yang bai&rargemerintah daerah
dengan masyarakat dalam menetapkan sebuah kebi@i&am bentuk
peraturan daerah.

Dalam proses pembentukan peraturan daerah, maayaraérhak
memberikan masukan secara lisan atau tertulis dedagka penyiapan atau
pembahasan rancangan peraturan daerah. Rancangaurge daerah harus
berpedoman kepada peraturan perundang-undangamarRgm peraturan
daerah dapat berasal dari Dewan Perwakilan Rakgatdh, Gubernur atau
Bupati/Walikota. Apabila dalam satu masa sidang &eRerwakilan Rakyat
Daerah dan Gubernur atau Bupati/Walikota menyanapaikancangan
peraturan daerah, mengenai materi yang sama mai@ didahas adalah
rancangan peraturan daerah yang disampaikan olelarDd?erwakilan
Rakyat Daerah, sedangkan rancangan peraturan dgarghdisampaikan
Gubernur atau Bupati/ Walikota digunakan sebagaihaba untuk
dipersandingkaf.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ngnta
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasan@hg Partisipasi
Masyarakat, menjelaskan bahwa :

“(1) Masyarakat berhak memberikan masukan sedaem Idan/atau tertulis

dalam pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan.

(2) Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebwga dimaksud pada ayat
(1) dapat dilakukan melalui:
a. Rapat dengar pendapat umum,;
b. Kunjungan kerja;
c. Sosialisasi; dan/atau
d. Seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.

(3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat @upakan orang
perseorangan atau kelompok orang yang mempunyankepan atas
substansi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan.

! Ridwan HR, Hukum Administrasi NegaraPT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2007,
him. 9-10.

2 Siswanto Sunarnddukum Pemerintahan Daerah di IndonesBinar Grafika, Jakarta:
2006, him. 37-38.



(4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikasukan secara lisan
dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayasdiap Rancangan
Peraturan Perundang-Undangan harus dapat diakegardenudah oleh
masyarakat.”

Untuk membentuk peraturan daerah yang dapat memeasphasi yang
diinginkan masyarakat tentunya harus diimbangi dangketerlibatan
masyarakat yaitu; keterlibatan dalam proses pensbah@eraturan daerah.
Proses ini sebagian besar berada pada posisi pas#malantara DPRD dan
Pemerintah Daerah. Dalam tahap ini seharusnya wsabdibahas terlebih
dahulu diumumkan di media massa untuk memberi keawn kepada
masyarakat menyampaikan aspirasinya. Selanjutngadaroses pembahasan
masyarakat bisa memberikan masukan secara ligamjst@taupun pada saat
rapat-rapat pembahasan perda. Terhadap kehadidam dapat memang
menjadi dilema, karena hal tersebut tergantunggkeam DPRD maupun
pemerintah daerah apakah akan mengundang masyatakatmembiarkan
proses pembahasan berjalan tanpa keterlibatan raaafa

Titik tolak dari penyusunan peraturan daerah adadédktivitas dan
efisiensi pada masyarakat. Tujuan dasar dari pseata masyarakat adalah
untuk menghasilkan masukan dan persepsi yang kerdan warga Negara
dan masyarakat yang berkepentingapub(ik interesf dalam rangka
meningkatkan kualitas pengambilan keputusan, kamagragan melibatkan
masyarakat yang terkena dampak akibat kebijakarkdlmpok kepentingan
(interest groupys para pengambil keputusan dapat menangkap paadang
kebutuhan dan penghargaan dari masyarakat dan elotersebut, untuk
kemudian menuangkannya ke dalam satu kofisep.

Partisipasi masyarakat dalam penyusunan peraturaerald harus
mempunyai kapasitas yang cukup untuk menyusun, raeash memperbaiki,
dan mempertahankan substansi yang ingin diaturol?pkkok pikiran yang
melandasi perlunya partisipasi masyarakat dalamsegropembentukan
peraturan daerah menurut Hardjasoemantri adalagaeberikut :

“1. Memberi informasi kepada Pemerintah.

Partisipasi masyarakat sangat diperlukan untuk meeikdn masukan

kepada pemerintah tentang masalah yang dapat ditarb oleh suatu

rencana tindakan pemerintah dengan berbagai koasskiya. Dengan
demikian, pemerintah akan dapat mengetahui adaemagai kepentingan
yang dapat terkena tindakan tersebut yang perkripikan.

Pengetahuan tambahan dan pemahaman mengenai asf@eikut yang

diperoleh dari pengetahuan masyarakat itu sendaupun dari pada ahli

yang dimintai pendapat oleh masyarakat tentang latasaasalah yang
mungkin timbul yang diperoleh sebagai masukan gipesi masyarakat

* Praptanugrahabartisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan PeratuBserah Jurnal
Hukum No. 3 VOL. 15 Juli 2008: 459 - 473, Fakulkhiskum Universitas Islam Indonesia, 2008,
him. 470.

* Mahendra Putra Kurnia, dkkPedoman Naskah Akademik Perda Partisipatifeasi
Total Media, Yogyakarta, 2007, him2.



bagi proses pengambilan keputusan dalam bentukngeng-undangan,
akan dapat meningkatkan kualitas keputusan tersktoudengan demikian
partisipasi masyarakat tersebut akan dapat mertkek&ualitas tindakan
Negara di bidang tersebut.

2. Meningkatkan Kesediaan Masyarakat Untuk Mengrirdeputusan.
Seorang warga masyarakat yang telah memperolemmgesan untuk
berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusamdecung untuk
memperlihatkan kesediaan yang lebih besar guna mmemedan
menyesuaikan diri dengan keputusan tersebut. Dedgamkian, akan
dapat banyak mengurangi kemungkinan timbulnya pttgan, asal
partisipasi tersebut dilaksanakan pada waktu yapajt

3. Membantu Perlindungan Hukum.

Apabila sebuah keputusan akhir diambil dengan neehgpikan
keberatan-keberatan yang diajukan oleh masyarakéama proses
pengambilan keputusan berlangsung, maka setelabtusgm diambil
keberatan dari warga masyarakat akan berkurang dtaail

kemungkinannya, karena semua alternatif sudah atdtan setidak-
tidaknya sampai tingkatan tertentu.

4. Mendemokrasikan Pengambilan Keputusan.

Didalam keputusannya dengan partisipasi masyatiakatda pendapat
yang menyatakan bahwa dalam pemerintahan dengsensyerwakilan,
maka hak untuk melaksanakan kekuasaan ada pad&weddi rakyat

yang dipilih oleh rakyat™

Peran partisipasi masyarakat (di Indonesia) dalembentukan peraturan
perundang-undangan, secara yuridis diatur dalanal P Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peratieam@ang-undangan,
yang menyatakan : Masyarakat berhak memberikan kaasgecara lisan
dan/atau tertulis dalam Pembentukan Peraturan @angrUndangan.
Sedangkan hak partisipasi masyarakat dalam pendratRsraturan Daerah
disebutkan di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahu®42@entang
Pemerintahan Daerah Pasal 139 ayat (1) yang mdayatdMasyarakat berhak
memberikan masukan secara lisan atau tertulis dedaugka penyiapan atau
pembahasan rancangan Perda.

Secara umum partisipasi bisa dipahami dalam dudagpeyan utamanya
yaitu, perspektif teori pluralisme dan demokrasigeung. Dalam perspektif
pertama, konsep pada presentasi, terutama melaldmkok-kelompok
kepentingan dan struktur politik lainnya. Sementarauk yang kedua,
partisipasi merupakan sebuah bentuk keterlibatam glengaruh langsung
individu atas pengambilan sebuah keputusan.

Dampak negatif tidak adanya partisipasi di dalamses pembentukan
peraturan daerah, antara lain:

® Hamzah Halim dan Kemal Redinda Syahrul Puteara Praktis Menyusun dan
Merancang Peraturan Daerah (Suatu Kajian TeoritiarDPraktis Diisertai Manual) Jakarta:
2009, him. 103-104.



1. Rendahnya rasa memiliki masyarakat terhadap prograng disusun
dalam peraturan daerah.

2. Biaya transaksi yang mahal karena masyarakat kursrgahami tujuan
dan program pemerintah.

3. Program pemerintah tidak sesuai dengan kebutuham ledrakteristik
masyarakat.

4. Lunturnya kepercayaan masyarakat terhadap pentefinta

Kabupaten Kuantan Singingi merupakan salah satugabn yang sedang
berkembang di Provinsi Riau. Perkembangan yandgudiln bertujuan untuk
memajukan Kabupaten Kuantan Singingi baik dari sggial, ekonomi,
pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Sehingga arakgat dapat merasakan
pelayanan publik untuk menunjang kegiatan merelday@nan masyarakat
merupakan pelaksanaan tugas-tugas pemerintah yagegras langsung
memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat. uhdapatu konsepsi
untuk menjamin adanya bentuk pelayanan publik adaleangan semakin
mendekatkan ruang-ruang pelayanan publik dengayarast yakni melalui
pembentukan kecamatan baru atau pemekaran daerah.

Dalam hal pembentukan Kecamatan baru di Kabupatemtan Singingi
salah satunya diatur dalam Peraturan Daerah Katmp@tiantan Singingi
Nomor 24 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kecamataant&n Hilir
Seberang, Kecamatan Sentajo Raya, dan Kecamatawk FRentau, pada
hakekatnya bertujuan untuk meningkatkan pelayandolily partisipasi, dan
pemberdayaan masyarakat dalam rangka mempercepatujuenya
kesejahteraan masyarakat di daerah setempat.

Untuk mengantisipasi tersalurnya aspirasi dan keamg masyarakat
dalam pembentukan Peraturan Daerah tersebut, mpkduitan partisipasi
masyarakat dalam pembahasan Peraturan Daerah gerfambentukan
Kecamatan Kuantan Hilir Seberang, Kecamatan SeRaya, dan Kecamatan
Pucuk Rantau.

Seperti halnya dalam proses pembahasan peraturah gambentukan
kecamatan baru, dimana kemungkinan adanya pro datrakdi kalangan
masyarakat yang terkait dengan pemekaran sangag derjadi. Kebijakan
pemekaran suatu wilayah seperti halnya kecamatan, satu sisi
menguntungkan dari segi percepatan pembangunan Emngkatan
kesejahteraan masyarakatnya. Akan tetapi disisi Kkilak jarang pula
menimbulkan berbagai permasalahan sehingga terétefmhpok masyarakat
yang keberatan dan menolak kebijakan tersebut,atebgrbagai alasan seperti
berkurangya sebagian wilayah kecamatan induk kalergabung dengan
kecamatan yang baru, penentuan batas kecamatabuttata kecamatan baru,
semakin jauhnya jarak menuju ibukota kecamatatabrgimekarkan, dan lain
sebagainya.

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikatad, maka Penulis
tertarik untuk mengangkat permasalahan tersebwndglenelitian dengan
judul : “Partisipasi Masyarakat Dalam Pembahasan PeraturarDaerah di

® Ibid, him. 114.



Kabupaten Kuantan Singingi (Studi Kasus PembahasanPeraturan
Daerah Nomor 24 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kenatan Kuantan
Hilir Seberang, Kecamatan Sentajo Raya, dan Kecamah Pucuk
Rantau).”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskangsalahan sebagai

berikut :

1.Bagaimanakah pelaksanaan partisipasi masyarakamdaembahasan
Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2012 tentang PeuokaenKecamatan
Kuantan Hilir Seberang, Kecamatan Sentajo Raya Kasramatan Pucuk
Rantau di Kabupaten Kuantan Singingi?

2.Apakah kendala-kendala yang dihadapi dalam pelalesarpartisipasi
masyarakat dalam pembahasan Peraturan Daerah N&mbahun 2012
tentang Pembentukan Kecamatan Kuantan Hilir Seber&ecamatan
Sentajo Raya, dan Kecamatan Pucuk Rantau di K#sup&uantan
Singingi?

3.Apakah upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam n&sigaendala-
kendala dalam pelaksanaan partisipasi masyaradamdaembahasan
Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2012 tentang PeukaenKecamatan
Kuantan Hilir Seberang, Kecamatan Sentajo Raya Kasmamatan Pucuk
Rantau di Kabupaten Kuantan Singingi?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian adalah:

1.Untuk mengetahui pelaksanaan partisipasi masyads#tatn pembahasan
Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2012 tentang PeuokaenKecamatan
Kuantan Hilir Seberang, Kecamatan Sentajo Raya Kasmamatan Pucuk
Rantau di Kabupaten Kuantan Singingi.

2.Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapindateelaksanaan
partisipasi masyarakat dalam pembahasan Peratuaanald Nomor 24
Tahun 2012 tentang Pembentukan Kecamatan Kuantién Sdiberang,
Kecamatan Sentajo Raya, dan Kecamatan Pucuk Rdntakiabupaten
Kuantan Singingi.

3.Untuk mengetahui upaya-upaya yang dapat dilakukdand mengatasi
kendala-kendala dalam pelaksanaan partisipasi masta dalam
pembahasan Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 201fangen
Pembentukan Kecamatan Kuantan Hilir Seberang, KatzamSentajo
Raya, dan Kecamatan Pucuk Rantau di Kabupatent&u&ingingi.

D. Kerangka Teori



Partisipasi dapat diartikan sebagai ikut sertapdran serta dalam suatu
kegiatan, mulai dari perencanaan sampai denganuasral Partisipasi
masyarakat dalam proses pembuatan peraturan ddepatt dikategorikan
sebagai partisipasi politik. Oleh Huntington danlgda, partisipasi politik
diartikan sebagai kegiatan warga Negara sjpilvéte citizen yang bertujuan
mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pemerintah.

Menurut Kumorotomo, partisipasi masyarakat hendakdiperhatikan,
tidak saja oleh pengambil keputusan strategis it@igp aparat administrasi
dan p8ara birokrat yang langsung berhadapan dengasalam-masalah
publik.

Asas keterbukaan dan peran serta masyarakat marugalkatu hal yang
amat esensial dalam pembuatan peraturan perunda@ggan. Menurut
Hans, mengemukakan keterbukaan dalam prosedur, ngkmian
masyarakat untuk ikut mengetahu{meeweten); ikut memikirkan
(meedenken)permusyawaraimeespreken)dan ikut memutuskan dalam
rangka pelaksanaarimeebeslissen);serta hak ikut memutusmedebes
lissingsrechty’

Irfan Islamy, menyatakan paling tidak ada 8 (detdpaanfaat yang akan
dicapai jika melibatkan partisipasi masyarakat majaoses pembangunan,
yaitu:

1) Masyarakat akan semakin siap untuk menerima daakseshakan gagasan
pembangunan.

2) Hubungan masyarakat, pemerintah, dan legislatifi skanakin baik.

3) Masyarakat mempunyai komitmen yang tinggi terhadaftusi.

4) Masyarakat akan mempunyai kepercayaan yang lebgarbkepada
pemerintah dan legislatif serta bersedia bekemaasdalam menangani
tugas dan urusan publik.

5) Bila masyarakat telah memiliki kepercayaan, dan eriera ide-ide
pembangunan, maka mereka juga akan merasa ikutlikiefranggung
jawab untuk turut serta mewujudkan ide-ide tersebut

6) Mutu/kualitas keputusan atau kebijakan yang diamdkbn menjadi
semakin baik karena masyarakat turut serta mendreriasukan.

7) Akan memperlancar komunikasi dari bawah keatasldaratas kebawah.

8) Dapat memperlancar kerja sama terutama untuk nesigatasalah-
masalah bersama yang kompleks dan rdfnit.

Partisipasi masyarakat itu semakin penting urggasidalam proses
pengambilan keputusan setelah dikampanyekamogd governanceoleh
Bank Dunia maupun UNDP. Salah satu karakteristik gaod governance
atau tata kelola pemerintahan yang baik atau kepetalean yang baik
adalah partisipasi. UNDP mengartikan partisipasbagai karakteristik
pelaksanaangood governanceadalah Kketerlibatan masyarakat dalam

" bid, him. 108.
8 Wahyudi Kumorotomo, Etika Administrasi Negara, Edisi 1, Jakarta : PT. RajaGrafindo
Persada, 2007, him. 136.
® Hamzah Halim dan Kemal Redindo Syahrul Putepegit him. 107.
%pid, him. 111.



pembuatan keputusan baik secara langsung maupain ldidgsung melalui
lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspyaskartisipasi tersebut
dibangun atas dasar kebebasan bersosialisasi dahicdra serta
berpartisipasi secara konstrukif.

Secara konseptual, arti berperan-serta bukan é«ta,Setapi terlibat aktif
dalam menyadari, memahami, dan mendefinisikan ralasgbotensi dan
kebutuhannya sendiri, termasuk kebutuhan untuk biaéru Arti ini juga
meluas sampai pada terlibat aktif merencanakanlemmgntasi dan evaluasi,
serta pengembangan program aksi dan diri dalamjemaea perubahatf.

Suatu definisi partisipatif baik deskriptif maupoarmatif terutama harus
menekankan bahwa segala perkembangan masyarakapeabangunan
merupakan proses yang hanya bisa berhasil jikashdijglankan bukan saja
bagi tetapi juga bersama dengan dan oleh rakyalirseterlebih orang
miskin

Peran partisipasi masyarakat (di Indonesia) dalambgntukan peraturan
perundang-undangan, secara yuridis telah dinormasikan dalam UU No.
12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PegHuti@angan. Dalam
Undang-Undang ini dinyatakan: Masyarakat berhak begikan masukan
secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukaatdPen Perundang-
Undangan (Pasal 96).

Asas-asas pembentukan perundang-undangan yang doalah asas
hukum yang memberikan pedoman dan bimbingan bagugrean isi
peraturan, ke dalam bentuk dan susunan yang séspii,dalam penggunaan
metodenya, serta mengikuti proses dan prosedur grenikan yang telah
ditentukan'>

Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undaygag patut,
khususnya dalam ranah ke-Indonesia-an, terdiri &#a Hukum Indonesia;
Asas Negara Berdasar Hukum dan Asas Pemerintahada$2e Sistem
Konstitusi; dan Asas-asas lainnya.

Dalam pembentukan peraturan perundang-undangamplisg menganut
asas-asas pembentukan perundang-undangan yang (dEgknselen van
behoorlijke wetgeving juga harus berlandaskan pula pada asas-asashuku
umum, yang terdiri atas asas hukum umum Negaraabardatas hukum

M Hetifah Sj Sumarto|novasi, Partisipasi dan Good Governanckakarta : Yayasan
Obor Indonesia, 2003, him. 3.
12 Syakrani & Syahriani, 2009mplementasi Otonomi Daerah dalam Perspektif Good
GovernancePustaka Pelajar, Yogyakarta, him. 40.
13 Johannes MullerPerkembangan Masyarakat Lintas-llm@ramedia Pustaka Utama,
Jakarta, 2006, him. 256.
4 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pemkemt®eraturan Perundang-
Undangan, him. 27-38.
> Hamid S. Attamimi,Peranan Keputusan Presiden Indonesia Dalam Penggkmaan
Pemerintah NegaraDisertasi, Universitas Indonesia, Jakarta: 1990, 331.
16 Maria Farida Indrati)lmu Perundang-Undangan (Dasar-Dasar dan Pembertoka)
Kanisius, Yogyakarta. 1998, him. 11-18



(Rechstagt asas hukum umum pemerintahan berdasarkan systestitusi,
asas hukum Negara berdasarkan kedaulatan rikyat.

Semangat reformasi telah mewarnai pendayagunaaratapanegara
dengan tuntutan untuk mewujudkan administrasi reeggsang mampu
mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanagas tdan fungsi
penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangudangan
mempraktekkan prinsip-prinsifgood governance). Good governangang
dimaksud adalah merupakan proses penyelenggaraadadkn negara dalam
melaksanakan penyediagnublics goodsand servicesdisebut governance
(pemerintahan atau kepemerintahan), sedangkanegradtbaiknya disebut
“good governance(kepemerintahan yang baik). Agagdod governance
dapat menjadi kenyataan dan berjalan dengan badkandibutuhkan
komitmen dan keterlibatan semua pihak yaitu pertetidan masyarakat.

Menurut Taschereau & Campos (1997), dan UNDP (1¥&hwa tata
pemerintahan yang baik itu merupakan suatu kordisg menjamin adanya
proses kesejajaran, kesamaan, kohesi dan keseiatbg@egan serta adanya
saling mengontrol yang dilakukan oleh tiga kompongakni pemerintah
(governmer)t rakyat (Citizen) atau civil society dan usahawanb(sinesy
yang berada di sektor swasta.

Terselenggarany@ood governancemerupakan prasyarat utama untuk
mewujudkan tersebut, diperlukan pengembangan darerggan system
pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan nyataggsh penyelenggaraan
pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung séemdaya guna,
berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab sebtaskorupsi’

Adapun azas-azas pemerintahan umum yang baik éafad
1) Partisipasi

Setiap warga negara mempunyai suara dalam pembkepaitusan, baik

secara langsung maupun melalui intermediasi irsstikegitimasi yang

mewakili kepentingannya. Partisipasi seperti inbatigun atas dasar
kebebasan berasosiasi dan berbicara serta bgvpatisecara konstruktif.
2) Penegakan hukum

Kerangka hukum harus adil dan dilaksanakan tampbeplaan, terutama

hukum hak asasi manusia.
3) Transparans

Transparansi dibangun atas dasar kebebasan afoisnasi. Proses

lembaga dan informasi secara langsung dapat daeoleh mereka yang

membutuhkan. Informasi harus dapat dipahami daatdfpantau.

4) Tanggap

7 Bagir MananDasar-Dasar Konstitusional Peraturan Perundang-dndan Nasional
Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, 1994.
18 SedarmayantiGood Governance “Kepemerintahan Yang Baik” Bagianigma Edisi
Revisi, CV. Mandar Maju, Bandung: 2012, him. 2.
19 Miftah Thoha,Birokrasi dan Politik di IndonesiaPT. RajaGrafindo Persada, Jakarta,
2010, him. 63.
%% Ibid, him. 2-3.
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Lembaga dan proses harus mencoba untuk melay&ap stakeholders.

5) Kesetaraan
Good governancemenjadi perantara kepentingan yang berbeda untuk
memperoleh pilihan terbaik bagi kepentingan yarghléuas, baik dalam
hal kebijakan maupun prosedur.

6) Efektifitas dan efesiensi
Proses dan lembaga menghasilkan sesuai denggampselah digariskan
dengan menggunakan sumber yang tersedia sebaikkmung

7) Akuntabilitas
Para pembuat keputusan dalam pemerintahan, selt@sta dan
masyarakatdjvil society bertanggung jawab kepada publik dan lembaga
stakeholders Akuntabilitas ini tergantung pada organisasi dsifat
keputusan yang dibuat, apakah keputusan terseluk wkepentingan
internal atau eksternal organisasi.

8) Visi strategis
Para pemimpin dan publik harus mempunyai perdspgktd governance
dan pengembangan manusia yang luas serta jautpke dejalafi*

Kerangka Konseptual

Penelitian ini akan menggunakan beberapa konsep pmngertian
mengenai istilah hukum yang berkaitan dengan gbggielitian, konsep yang
berkaitan dengan Partisipasi Masyarakat Dalam Peasam Peraturan
Daerah Di Kabupaten Kuantan Singingi yaitu dalammiBentukan
Kecamatan.

a. Partisipasi adalah keikut sertaan atau penda seasyarakat dalam suatu
kegiatan, mulai dari perencanaan sampai denganasrauatu kebijakan
publik atau kebijakan sosial.

b. Masyarakat adalah sekelompok individu yang rhkimkarakteristik
tertentu yang berada pada suatu daerah atau wilayah

c. Pembahasan adalah suatu proses atau kegiatgn dgakukan untuk
pengambilan keputusan atau kesimpulan dari suatmgsalahan yang
dihadapi.

d. Peraturan Daerah adalah produk hukum dan Peargadadangan daerah
yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat DaerabpiRsi atau
Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama kepalaida

e. Pembentukan Kecamatan adalah penggabungan pelbereamatan atau
bagian Kecamatan yang bersandingan, atau pemekdeain satu
Kecamatan menjadi dua Kecamatan atau lebih.

Metodologi Penelitian

Guna memperoleh data yang lebih akurat pada pameliti, maka penulis
menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

21 pid, him. 7-8.
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1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum saogigl, yaitu penelitian
yang mengkaji penerapan dan efektifitas berlakumyaim positif di tengah-
tengah masyarakat, dan pengaruh berlakunya hukusitifpderhadap
kehidupan masyarakat.

Sedangkan sifat penelitian ini adalah penelitiarskdptif. Metode
deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur penetaimasalah yang
diselidiki dengan menggambarkan/ melukiskan keadaabyek/ obyek
penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dafalainpada saat sekarang
berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaiauanya?

Dalam hal ini penelitian bertujuan untuk memberikgambaran dan
penjelasan tentang permasalahan yang diteliti, kiontentang manusia,
keadaan/ gejala-gejala lainnya berdasarkan data fdiia sebagaimana
adanya, yang mana dalam penelitian ini adalah nmamgeartisipasi
masyarakat dalam pembahasan Peraturan Daerah dip&&n Kuantan
Singingi.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Dewan Perwakilan Rakyat i@hedan Bagian
Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kuantan Singikgrena penulis
peduli akan ketertiban masyarakat Kuantan Singirdan selanjutnya
berharap mengetahui apa, kenapa, dan bagaimangapsrg masyarakat
Kabupaten Kuantan Singingi terhadap aturan dan titara Daerah
Kabupaten Kuantan Singingi tersebut.

3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah jumlah manusia atau unit yang maggLciri-ciri atau
karakteristik yang sanfd. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah
orang-orang yang berhubungan langsung dalam pearb®atraturan Daerah
tentang Pembentukan Kecamatan Kuantan Hilir Seberdfecamatan
Sentajo Raya, dan Kecamatan Pucuk Rantau di Kadru@atantan Singingi.
Dalam melakukan penelitian dengan jumlah maka pemegngambil sampel
dalam penelitian ini, sehingga akan menghemat walkaya dan tenaga.

Pengambilan sampel dilakukan dengan gawaposive samplingyaitu
sampel yang dipilih berdasarkan pertimbangan dareliti, jadi dalam hal ini
peneliti menentukan sendiri responden mana yanmgdap dapat mewakili
populasi*

4. Sumber Data

%2 H. Hadari Nawawi,Metode Penelitian Bidang SosiaCetakan ke-11, Yogyakarta,
Gajah Mada University Press, 2005, him. 63.
%3 Soejono Soekant®engantar Penelitian HukunCetakan 2006, Ul-Press, Jakarta, 1984,
him. 12.
* |bid
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Sumber data dalam penelitian adalah subjek dariamdata dapat
diperoleh?® Adapun sumber data yang dipergunakan oleh pedulialam
penelitian ini adalah data primer, data sekunderddda tersier, yaitu :

a. Data Primer adalah data yang diperoleh langsungrdsponden dalam
penelitian ini melalui wawancara.

b. Data Sekunder adalah data yang diambil dari kekastayang didapat
dari dokumen tertulis serta peraturan dan perundadgngan yang dapat
membantu penelitian ini

c. Data Tersier adalah data yang menjelaskan datapdan sekunder.

5. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini ada dua metode pengumpula@a gahg penulis
gunakan, yaitu :

a. Wawancara
Wawancara adalah suatu kegiatan komunikasi verlealgah tujuan
mendapatkan informasi. Di samping akan mendapaitkEommasi yang
menyeluruh, juga akan mendapatkan informasi yangjnmue*®
Adapun pihak yang diwawancarai dalam penelitianasalah responden
dengan menggunakan metode terstruktur yaitu demgampersiapkan
daftar pertanyaan yang akan diajukan secara laggsepada responden
sesuai dengan permasalahan yang sedang diteliti.

b. Studi Pustaka, yaitu suatu metode pengumpulan yang dilakukan
dengan mengumpulkan dokumen tertulis, antara la@ruga literatur,
laporan, dokumen maupun arsip, baik yang berhubundangan
partisipasi masyarakat dalam pembahasan perataenald di Kabupaten
Kuantan Singingi, peraturan perundang-undangan uomaumengenali
gambaran umum tempat penelitian dilakukan.

6. Analisis Data

Pada penelitian hukum sosiologis ini menganalisita ddengan teknik
kualitatif yang pada hakikatnya pengolahan dataachlah suatu kegiatan
untuk mengadakan sistemasi terhadap bahan-bahamhtéctulis. Hal ini
dimaksudkan untuk mempermudah pekerjaan penuldakdim menganalisa
data tersebut. Penarikan kesimpulan yang penulmlgn adalah metode
berpikir deduktif yaitu menarik kesimpulan dari-hal yang bersifat umum
menjadi pernyataan yang bersifat khusus.

PEMBAHASAN

% Suharsimi ArikuntoProsedur Penelitian : Suatu Pendekatan PrakiRlneka Cipta,
Jakarta, 2006, him. 129.

% James A, Black & Dean J. Champiokletode dan Masalah Penelitian Sosial
Diterjemahkan oleh E. Koswara, Dira Salam, danmARiuzhendi, PT. Refika Aditama, Bandung,
2009, him. 306.
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A. Pelaksanaan Partisipasi Masyarakat dalam PembahasarPeraturan
Daerah

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana gianganatkan di
dalam konstitusi merupakan negara yang berdasaska®m hukum. Oleh
karenanya setiap kewenangan dan tindakan-tindadag gilakukan alat-alat
perlengkapan negara atau penguasa harus didasstekamiatur oleh suatu
sistem hukum yang berlaku. Hal ini bertujuan untakwujudkan tetap
tegaknya hukum dalam kehidupan berbangsa dan lameghingga tercipta
keadilan serta kesejahteraan yang menjadi dambégatr

Namun demikian konstitusi Negara Kesatuan Repullikionesia
sebagaimana yang tercantum di dalam Pembukaan UURMRIN 1945 juga
mengamanatkan penerapan prinsip prinsip demokrakind segala segi
kehidupan berbagangsa dan bernegara. Dengan dem#atdap kebijakan
yang dilaksanakan pemerintah atau penyelenggararanegerupakan suatu
ketetapan atau keputusan yang telah mendapat yjeesetrakyat melalui
wakilnya di parlemen melalui suatu proses yang deatis, baik demokrasi
secara nasional maupun di tingkat lokal.

Meskipun masyarakat telah terwakili oleh para wajlal di parlemen,
keterlibatan masyarakat secara langsung melaltisypaasi aktif masih tetap
diperlukan. Partisipasi masyarakat dalam berbagpelka penyelenggaraan
pemerintahan tentunya sangat penting, karena adpayisipasi dapat
memberikan informasi kepada pemerintah, meningkatkeesediaan
masyarakat untuk menerima keputusan, membantungenigan hukum, serta
mendemokrasikan pengambilan keputusan sehinggasiltdra kebijakan
yang partisipatif. =~ Sedemikian pentingnya partisipasnasyarakat
penyelenggaraan suatu pemerintahan, maka seyotfhnyhak pemerintah
memberikan kesempatan yang seluas-luasnya untakgananya partisipasi
masyarakat, terutama dalam hal pengambilan kepupesating seperti dalam
pembentukan peraturan perundang-undangan. Di sgmpin adanya
partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusaatu kebijakan
merupakan salah satu bentuk pengawasan masyarakaseatbagai syarat
minimum dalam mewujudkan prinsip kepemerintahan gydraik @ood
governancg

Dalam pembentukan Peraturan Daerah, pemerintataldagan DPRD
harus benar-benar memperhatikan kebutuhan dannigaiyang hidup dan
berkembang dalam masyarakat daerah setempat untekjamn
terpenuhinya aspirasi masyarakat. Dibutuhkan ad&ogaunikasi yang baik
antara pemerintah daerah serta DPRD dengan maayagetempat dalam
pembentukan suatu peraturan daerah. Pemerintabhdaerta DPRD harus
menghimpun aspirasi yang berkembang di masyarasiem menetapkan
suatu peraturan daerah agar kebijakan yang ditapkemenuhi aspirasi
masyarakat.

Peraturan Daerah yang merupakan suatu produk hulkaenah yang
disusun DPRD bersama Kepala Daerah dalam bentuatuPan Daerah
terdiri dari Peraturan Daerah Propinsi dan PeratDaerah Kabupaten/ Kota.
Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang bBetukan



14

Peraturan Perundang-Undangan menyebutkan bahwaatuRe Daerah
Provinsi adalah Peraturan Perundang-undangan yiegtdk oleh Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujeasama Gubern@f.
Selanjutnya disebutkan pula bahwa : Peraturan dba&abupaten/Kota
adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibelefuloewan Perwakilan
Rakyat Daerah  Kabupaten/Kota dengan  persetujuan saioar
Bupati/Walikota?®

Peraturan Daerah merupakan salah satu produk hdkemah yang sangat
penting karena dengan adanya Peraturan Daerah, psaskarintah daerah
mempunyai landasan yang kokoh untuk menyelenggargemerintahan
daerah dan menyelesaikan berbagai permasalaharaetahd baik yang
berkaitan dengan sosial, ekonomi, budaya, dan agbag Penyelenggaraan
pemerintahan daerah yang dilandasi azas deseasialidewasa ini
memberikan kewenangan yang lebih luas kepada daafi@mtaranya
kewenangan menyusun dan menetapkan PeraturanrhDaera

Sebagai daerah otonom, pemerintah daerah prokasupaten dan kota,
berwenang untuk membuat peraturan daerah dan pmrakepala daerah,
guna menyelenggarakan urusan otonomi daerah daas tpgmbantuan.
Peraturan daerah (Perda) ditetapkan oleh kepalealtdasetelah mendapat
persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat D¢BRIRD)>

Seperti halnya di Kabupaten Kuantan Singingi, makmgan adanya
kewenangan ini, maka pemerintahan daerah dapat amgub dan
mengembangkan daerahnya serta dapat mengatasigbegermasalahan.
Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin dsjutuntutan
perubahan, maka sangat dibutuhkan adanya pengatangnjelas dan tegas
melalui suatu produk hukum daerah dalam bentuktyremna daerah, untuk
mengatasi berbagai permasalahan di daerah, seladaiin hal pemekaran
wilayah.

Dalam rangka pemekaran wilayah kecamatan di Kabop#tuantan
Singingi, pemerintahan daerah telah menetapkan tuPamna Daerah
Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 24 Tahun 2012ataptPembentukan
Kecamatan Kuantan Hilir Seberang, Kecamatan SenfRgya, dan
Kecamatan Pucuk Rantau di Kabupaten Kuantan Singikgl ini
dimaksudkan untuk menetapkan landasan hukum dagapean yang jelas
dalam pemekaran wilayah kecamatan tersebut, damusgn yang diambil
melalui suatu proses yang demokratis sesuai desggarasi masyarakat.

Dengan demikian pemerintahan daerah melalui DPROgs&nya dapat
mendorong partisipasi masyarakat dalam rangka paoken suatu
peraturan daerah, karena berbagai manfaat sertgpaftarpositif yang
diperoleh dari adanya keterlibatan masyarakat geenPeraturan daerah
sebagai kebijakan publik dan merupakan hukum dagaaf dibentuk untuk

*” Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembemtfleraturan Perundang-
Undangan Pasal 1 angka /7/.

2 |bid, Pasal 1 angka /8/.

# Siswanto Sunarndjukum Pemerintahan Daerah di Indones®&inar Grafika, Jakarta,
2008, him. 37.
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menyelesaikan berbagai permasalahan yang terjaditedgah-tengah

masyarakat, sepatutnya melibatkan unsur masyasdaingga perangkat
peraturan yang ditetapkan dapat diterima oleh sgg&alangan masyarakat
dan dapat diterapkan serta mencapai sasaran yiagq&an.

Seiring perkembangan zaman yang semakin maju damngkatnya
kesadaran politik masyarakat dewasa ini, maka tantperubahan dalam
berbagai aspek kehidupan masyarakat dan penyela@gggemerintahan
pun tumbuh dan berkembang. Dalam hal ini pemerirdabntut untuk
mengakomodir aspirasi yang berkembang di masyara&perti yang terjadi
di Kabupaten Kuantan Singingi. Kabupaten Kuantangigi sebagai suatu
kabupaten yang telah mengalami perkembangan pgaitdimekarkan yang
mana hingga kini terdiri dari 15 wilayah kecamaf@iga wilayah kecamatan
yang merupakan kecamatan yang baru dimekarkan kdahmatan Kuantan
Hilir Seberang, Kecamatan Sentajo Raya, dan Ke@amBRucuk Rantau.
Pemekaran kecamatan tersebut dilakukan berdasdPkesaturan Daerah
Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 24 Tahun 2012atentPembentukan
Kecamatan Kuantan Hilir Seberang, Kecamatan Senf@@ya, dan
Kecamatan Pucuk Rantau.

1. Bentuk Partisipasi

Kebijakan pemekaran wilayah kecamatan baru di Hdadfabupaten
Kuantan Singingi berdasarkan Peraturan Daerah Kdeog<uantan Singingi
Nomor 24 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kecamatzmtin Hilir
Seberang, Kecamatan Sentajo Raya, dan Kecamatark FRentau telah
melalui proses pembahasan yang cukup panjang hiiagpgaya keputusan
pembentukan kecamatan baru dalam bentuk peratamaldtersebut.

Dalam proses pembentukan peraturan daerah, terlédogh yang
berhubungan dengan pemekaran wilayah sudah selgygemerintah dan
DPRD melibatkan masyarakat. Karena peraturan dageaiy dibentuk
setelah diterapkan nantinya tentu akan mempengabebierapa aspek
kehidupan masyarakat setempat. Maka dari itu, pgaaturan daerah tentang
pemekaran itu berhasil dalam implementasinya dapatdanewujudkan
aspirasi masyarakat sebagaimana yang diharapkdn peakungan dan
berbagai bentuk partisipasi dari masyarakat setemgelam proses
pembentukan peraturan daerah tersebut, terutamaa [saht proses
pembahasan rancangan peraturan daerah.

2. Pihak yang Dilibatkan dalam Pembahasan Peraturan Darah

Meskipun keterlibatan masyarakat dalam proses peasam suatu
kebijakan dianggap sangat penting, namun pada teyaya tidak ada
ketentuan mengenai sejauhmana pihak-pihak darirumasyarakat yang
perlu dilibatkan dalam proses tersebut. Belum tkasperaturan perundang-
undangan yang mengatur secara implisit mengenaarksan keterlibatan
pihak-pihak dari unsur masyarakat dalam setiap gsropembentukan
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peraturan daerah. Namun demikian hal itu tidak meggi minat

masyarakat untuk Dberpartisipasi, terutama dalamsegsropembahasan
pembentukan peraturan daerah mengenai pemekaramémn tersebut.
Oleh sebab itu pelaksanaan partisipasi juga pedukdng oleh perangkat
hukum dan peraturan perundang-undangan yang secapésit dan

komprehensif mengatur hal itu.

3. Prosedur Partisipasi

Hak masyarakat untuk berpartisipasi di dalam prgsesbentukan suatu
Perda telah diatur dan dijamin oleh Undang-Und&w®mgan demikian, maka
dapat dikatakan bahwa sesungguhnya telah ada kdmigdaum yang jelas
melindungi hak atas informasi masyarakat dan barpeserta dalam
pembahasan suatu kebijakan. Dalam pembentukantsé&mraturan Daerah
harus terdapat prosedur yang memungkinkan masyarak& berperan serta
secara aktif, sehingga nantinya dihasilkan suahijddean yang partisipatif
dan aspiratif.

4. Kesempatan Berpartisipasi dalam Rapat Pembahasan

Partisipasi masyarakat dapat dipandang sebagai beatuk peran serta
masyarakat yang sangat penting dalam upaya mewanudiujuan
pembangunan nasional maupun pembangunan daerakipiesnasyarakat
telah terwakili melalui wakil-wakilnya di parlemenamun tanpa adanya
partisipasi aktif masyarakat, maka kebijakan yarsgisiin dan diterapkan,
terutama yang berkaitan dengan pembangunan kemmamghiurang tepat
sasaran, sehingga kebijakan tidak mampu memberdatribusi secara
efektif bagi peningkatan taraf hidup dan kesejaaster Oleh karena unsur
masyarakat perlu diberi kesempatan berpartisipasing proses pembahasan
suatu kebijakan.

Kendala-kendala  Pelaksanaan  Partisipasi Masyarakat dalam
Pembahasan Peraturan Daerah

Kewenangan Daerah untuk membentuk peraturan daadd hakekatnya
merupakan peluang bagi penyelenggara pemerintabharatd untuk dapat
mengurus daerahnya secara mandiri, maka dari itaddk@mya dapat
dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dalam rangkagemebangkan dan
membangun daerahnya masing-masing, sesuai dengdisikdan kebutuhan
daerah serta aspirasi masyarakat setempat. Olalh sebsangat diperlukan
adanya keterlibatan masyarakat untuk membangunaluiaga, terutama
dalam hal pembuatan kebijakan seperti peraturarakdae

Partisipasi masyarakat dalam pembentukan peratdaarah sebagaimana
telah dikemukakan bermanfaat dalam menghasilkaatyran daerah yang
berkualitas dan sesuai aspirasi masyarakat. MasKiplk masyarakat untuk
berpartisipasi dalam proses penyiapan dan pembahaseangan dalam
pembentukan peraturan daerah telah diatur di d&emturan Perundang-
undangan dan Tata Tertib DPRD Propinsi, Kabupatéota di seluruh
wilayah Republik Indonesia, namun pada umumnya arakat belum secara



17

maksimal berpartisipasi. Masih rendahnya partisipawasyarakat
kemungkinan diakibatkan oleh berbagai faktor kemdahik yang berasal
dari masyarakat sendiri maupun karena faktor Iahulapun kendala
pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam pembahaseaturan Daerah
Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 24 Tahun 2012ataptPembentukan
Kecamatan Kuantan Hilir Seberang, Kecamatan SenfRgya, dan
Kecamatan Pucuk Rantau terdapat beragam tanggapan.

1. Adanya Pro-Kontra Masyarakat

Pemekaran wilayah kecamatan akan merubah berbadjaantara lain
seperti cakupan wilayah administrasi pemerintafian)ah desa kecamatan
induk, batas wilayah kecamatan dan letak ibukotzak®tan baru. Adanya
pro dan kontra di kalangan masyarakat kemungkinga bmbul dalam
menyikapi perubahan yang terjadi akibat penerapamjdkan pemekaran
wilayah kecamatan tersebut seperti karena keberatasm penggabungan
desa-desa, penetapan batas-batas wilayah, letdotéblkecamatan, dan
sebagainya. Adanya pro kontra di kalangan masyeaedkarnya berpengaruh
pula terhadap partisipasi masyarakat setempat, ngkda partisipasi
masyarakat dalam pembahasan peraturan daerah geramekaran
kecamatan sangat dibutuhkan agar nantinya kebijgaag ditetapkan tepat
sasaran atau efektif.

2. Jauhnya Jarak Tempuh untuk Menghadiri Rapat Pembahaan Perda
Mengingat begitu pentingnya peranan partisipasiyarakat dalam proses
pembentukan peraturan daerah, hendaknya pelaksarzatisipasi
masyarakat dalam berbagai bentuk tidak mengalambhtan yang berarti.
Untuk kelancaran pelaksanaan partisipasi, dipenlldesadaran yang tinggi
warga masyarakat, serta kemauan politik daripadeepatah daerah maupun
DPRD untuk senantiasa berupaya memfasilitasi sertamberikan
kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakdt barpartisipasi,
terutama partisipasi masyarakat dalam proses peashalperaturan daerah.

3. Kurangnya Pemahaman Masyarakat

Pemekaran wilayah merupakan suatu kebijakan petakriyjang cukup
strategis ditinjau dari berbagai manfaat dalam lagEmgembangan ekonomi
dan pelayanan publik. Apabila ditinjau dari asp&krmi, maka pemekaran
wilayah diharapkan dapat memacu pertumbuhan ekonamasyarakat
setempat. Sementara dilihat dari aspek pelayanblikpmaka dengan adanya
pemekaran wilayah diharapkan kualitas pelayananyanakat semakin
meningkat. Namun demikian, kebijakan pemekaranusudfyah sepatutnya
tetap memper-timbangkan berbagai aspek diantaraeparti kesanggupan
anggaran, keselarasan, dan keutuhan wilayah danyama&at secara
keseluruhan.
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Kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanadisipasi masyarakat
dalam pembahasan Peraturan Daerah Nomor 24 Tahd2 2€ntang
Pembentukan Kecamatan Kuantan Hilir Seberang, KatzamSentajo Raya,
dan Kecamatan Pucuk Rantau di Kabupaten Kuantagirgi, sebagaimana
dijelaskan para responden wawancara di atas padanaya bersifat interen
masyarakat sendiri. Kendala itu muncul karena pao #ontra di antara
masyarakat yang setuju dan tidak setuju dalam bphdnal terkait penetapan
pemekaran wilayah kecamatan baru. Di samping itnd&ka pelaksanaan
partisipasi masyarakat dalam pembahasan Perdaeddan ketidaksiapan
dan ketidakpahaman masyarakat tentang Perda yangdeusun.

C. Upaya-upaya yang dapat Dilakukan dalam Mengatasi Kedala-kendala
Pelaksanaan Partisipasi Masyarakat dalam PembahasarPeraturan
Daerah

Pembahasan peraturan daerah merupakan salah lsapanayang cukup
penting dalam pembentukan suatu peraturan daetah.karena itu tahapan
ini sangat menentukan kualitas keputusan yang dikambil. Pada tahapan
ini diperlukan pemikiran yang jernih dan komprehemglam memahami
permasalahan yang dihadapi. Di samping itu jugeertligan kontribusi
masyarakat dalam memberikan sumbangan pemikirargagasan sehingga
nantinya menghasilkan suatu keputusan yang tepatfetif.

Dengan keikutsertaan masyarakat dalam pengambigutksan suatu
kebijakan publik dalam bentuk peraturan daerah, andlklam hal ini
masyarakat tidak hanya sebagai objek melainkandagat berperan sebagai
subjek kebijakan. Dengan demikian setiap bentukiggaasi masyarakat
dalam pembentukan suatu peraturan daerah akan mkambkontribusi yang
cukup signifikan efektivitas kebijakan. Adanya kateddalam pelaksanaan
partisipasi masyarakat dalam pembahasan peratua@nald yang akan
disusun tentunya selain mengurangi nilai demokrdatam pengambilan
keputusan juga mempengaruhi efektivitas kebijakan.

Setiap kendala yang dihadapi dalam pelaksanaaisipasi masyarakat
dalam pembahasan peraturan daerah hendaknya datssi decara tuntas
oleh pihak yang berkompeten. Karena apabila ppassimasyarakat dalam
pembahasan peraturan daerah tidak terlaksana sepsyporsional
sebagaimana yang diharapkan maka dikhawatirkanapepitan keputusan
akan menghasilkan kebijakan yang kurang partidjpatau pengambilan
keputusan hanya dimonopoli pihak penyelenggara petak. Hal seperti ini
tentunya bisa berakibat kurang baik terhadap laslikebijakan yang
dihasilkan, apabila dalam proses pembentukan kelija kurang
mengakomodasi aspirasi masyarakat, yang sekaligasmerupakan sasaran
dari kebijakan tersebut.

Pemerintah daerah dan perangkat daerah terkait gdadarnya telah
berupaya untuk mengatasi kendala pelaksanaasipasii masyarakat dalam
pembahasan peraturan daerah, khususnya pembahesainirgn daerah
Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 24 Tahun 2012ataptPembentukan
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Kecamatan Kuantan Hilir Seberang, Kecamatan Senf@@ya, dan
Kecamatan Pucuk Rantau.

Kurangnya pemahaman sebagian masyarakat terhadaijakiae dan
permasalahan yang terjadi mengakibatkan rendahastesipasi masyarakat
tersebut. Kelompok masyarakat tersebut pada akhibeysikap apatis serta
kurang peduli terhadap konflik maupun permasalayery sedang terjadi,
karena mereka pada umumnya lebih cenderung menberbagai aktivitas
sehari-hari serta urusan dalam mencari nafkah umtekenuhi kebutuhan
hidup, ketimbang terlibat dalam konflik dan urugetitik.

Namun demikian pada kenyataannya, pelaksanaansipasi aktif
masyarakat dalam segi kehidupan berbangsa dandgaeanpada umumnya
masih terdapat kendala. Kendala yang dialami kekinag berasal dari
pemerintah daerah dan perangkatnya maupun masyataksendiri. Jika
dilihat dari sisi masyarakat, kendala pelaksanaamisgpasi itu antara lain
seperti kurangnya kepedulian akan pembangunan darajian daerahnya
serta kurangnya pemahaman terhadap kebijakan peuontieam daerah. Di
samping itu dari pihak pemerintah daerah, kendalamgmungkinan
dikarenakan belum memadainya upaya pemerintah ldaedalam
menggerakkan dan memfasilitasi demi terwujudnyaigipasi masyarakat
dalam berbagai aspek, terutama yang menyangkutgeguban daerah.

Berdasarkan pendapat responden yang dikemukakaebter di atas
mengindikasikan bahwa upaya-upaya yang telah dilakwalam mengatasi
kendala-kendala dalam pelaksanaan partisipasi masta dalam
pembahasan Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 20thgeRembentukan
Kecamatan Kuantan Hilir Seberang, Kecamatan Senf@@ya, dan
Kecamatan Pucuk Rantau di Kabupaten Kuantan $jngieh pihak yang
berkompeten sudah cukup memadai.

Dari wawancara yang dikemukakan tersebut di atasumekkan bahwa
pihak pemerintah daerah berupaya memberikan kesampang seluas-
luasnya bagi masyarakat yang berkeinginan menydapaaspirasi atau
pendapatnya untuk ikutserta dalam proses pembahasmana peraturan
daerah. Di samping pihak DPRD juga memberikan rudeny kesempatan
bagi masyarakat untuk berpartisipasi untuk menydtapa aspirasinya
melalui hearing, diskusi dan musywarah, baik yamgpakian di DPRD
maupun turun langsung ke lapangan.

Adanya patrtisipasi aktif dari masyarakat secara pada hakekatnya akan
membawa manfaat yang signifikan demi terciptanyatpean daerah yang
dapat mengakomodir aspirasi masyarakat, sehinggaggeeakkan rasa
memiliki dan ikut bertanggung jawab masyarakatddep kesuksesan dalam
implementasinya. Namun apabila kurangnya minat arakat untuk
berpartisipasi atau sama sekali tidak ada keikizsermasyarakat di dalam
proses pembahasan peraturan daerah yang akanmdisissumenimbulkan
dampak negatif baik bagi kualitas kebijakan yangasilkan maupun
keberhasilan dalam implementasinya.

Maka dari itu, pemerintah daerah dan DPRD sebabakpenyelenggara
pemerintahan daerah yang mengemban tugas sebdggarpanasyarakat
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sudah selayaknya mengupayakan agar pelaksanaasipaait masyarakat
dalam pembahasan peraturan daerah pada khususaypum partisipasi
dalam aspek lainnya tidak mengalami kendala dengamgembangkan
alternatif model partisipasi yang dapat dipilih tsg@sdengan situasi dan
kondisi masyarakat setempat.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang dilakukan, malgat dditarik
kesimpulan bahwa :

1. Pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam pembaHsata No. 24
Tahun 2012 tentang Pembentukan Kecamatan Kuantén Sdiberang,
Kecamatan Sentajo Raya, dan Kecamatan Pucuk Rdntagiabupaten
Kuantan Singingi secara keseluruhan teiah berlanggbaik. Hal itu dapat
dilihat dari tingkat partisipasi masyarakat yangasa umum cukup tinggi,
dimana tokoh-tokoh masyarakat yang diundang saraydf untuk
menghadiri rapat pembahasan tersebut dan mengeanukakggapan,
pendapat, dan saran maupun kritik. Di samping pibhak pemerintah
daerah setempat juga berupaya memfasilitasi tokalsyamakat yang
diundang dalam rapat pembahasan rancangan perdageah, melibatkan
masyarakat dalam uji publik dan memberikan keseampatepada
masyarakat untuk mengajukan kritik maupun sarangergi rancangan
peraturan daerah tersebut. Sementara pihak DPRih telemberikan
kesempatan secara luas bagi terlaksananya pastisim@syarakat, agar
masyarakat dapat mengemukakan aspirasi dan penglapabhasing-
masing, baik melalupublic hearing(dengar pendapat), dialog, diskusi
maupun musyawarah yang diadakan.

2. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanadisipasi masyarakat
dalam pembahasan Perda No. 24 Tahun 2012 tentamdpelReukan
Kecamatan Kuantan Hilir Seberang, Kecamatan SenRgya, dan
Kecamatan Pucuk Rantau di Kabupaten Kuantan Sjngintara lain
yaitu : (a) Adanya pro-kontra di antara kalangarsyasakat desa yang
terkait dengan pemekaran wilayah kecamatan, karpeeselisihan
pendapat mengenai penempatan batas-batas kecamdatan(b) Jarak
tempuh yang cukup jauh untuk menghadiri rapat p&aden peraturan
daerah; (c) Kurangnya pemahaman masyarakat tentamgjuan dan
manfaat kebijakan yang akan disusun.

3. Upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam mengatasdaka-kendala
dalam pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam gleasan Perda
No. 24 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kecamatamtio Hilir
Seberang, Kecamatan Sentajo Raya, dan Kecamatark FRRemtau di
Kabupaten Kuantan Singingi antara lain yaitu :N@lakukan sosialisasi
mengenai rancangan peraturan daerah yang akan udiskepada
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masyarakat atau mensosialisasikan program legistiserah, dan
mengundang tokoh-tokoh masyarakat yang dianggaplahlindependen
dalam rapat pembahasan peraturan daerah; (b) Mikabgrengarahan
dan pemahaman tentang pentingnya dan manfaat geraiaerah yang
akan disusun tersebut bagi efektivitas pelayanasiikpuperkembangan
wilayah dan peningkatan kesejahteraan masyaraéiat{a@) Memfasilitasi
keperluan kelompok masyarakat yang akan diundanda peapat
pembahasan peraturan daerah.

B. Saran

Agar pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam geasha peraturan
aerah lebih meningkat lagi di masa mendatang, rpakg dapat disarankan
antara lain adalah sebagai berikut :

1. Pihak pemerintah daerah dan DPRD hendaknya lelbigpgép terhadap
aspirasi yang berkembang di tengah-tengah masyaralengan
menanggapinya dengan secara bijaksana dan membedikungan
sejauh hal tersebut demi kemajuan daerah dan nasyanamun selalu
menjaga netralitas sebagai penyelenggara pemamtatan senantiasa
mengupayakan cara cara yang demokratis sepertiundialog, dengar
pendapat, dan musyawarah.

2. Apabila sekelompok masyarakat ingin mengemukakpinaasnya melalui
pengajuan suatu proposal berkaitan pengembanganpearangunan
daerahnya, maka pihak pemerintah daerah dan DPRDakeya dapat
menanggapi dan menindak lanjutinya agar partisipeesyarakat dapat
terlaksana dengan baik sehingga aspirasi masyamdd@at terwujud
sebagaimana yang diharapkan.

3. Kelompok masyarakat yang hendak berpartisipasi m@mgemukakan
aspirasinya baik yang disampaikan melalui usulanpua melalui rapat-
rapat yang diadakan pemerintah daerah atau DPR@akeya senantiasa
mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan demi wgrdnya partisipasi
aktif namun dengan tetap mengembangkan nilai-déaiokratis.

4. Hendaknya para pengambil kebijakan dan keputusanada mendatang
menyusun suatu perangkat peraturan perundang-uacapgng akan
mengatur secara lebih implisit dan komprehensif geaai mekanisme
pelaksanaan partisipasi masyarakat untuk lebih angnj terlaksananya
partisipasi masyarakat sebagaimana yang diharapkan.
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